





A. Kesimpulan  
Pelaksanaan peralihan Hak Milik karena Jual Beli melalui One Day Service 
telah mencapai target pendaftaran peralihan Hak Milik karena jual beli di 
Kabupaten Bantul. Proses dan syarat dalam pelaksanaan One Day Service sudah 
sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. One 
Day Service di Kantor Pertanahan telah menciptakan suasana pelayanan di bidang 
pertanahan yang lancar, tertib, murah, cepat, pelayanan umum yang adil dan 
merata maka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan.  
B. Saran-saran  
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul diharapkan lebih sering memberikan 
sosialisasi tentang One Day Service kepada masyarakat khususnya masyarakat 
golongan ekonomi menengah ke bawah.  
2. Masyarakat diharapkan lebih cermat dalam melengkapi persyaratan One Day 
Service sehingga berkas yang dikumpulkan tidak ditolak dan dikembalikan oleh 
Kantor Pertanahan.  
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